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ABSTRAK 

 

KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI 

KABUPATEN PRINGSEWU 

 

 

Oleh 

VERONIKA FRISDA ANINTYA 

 

 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Pringsewu adalah stunting. 

Kabupaten Pringsewu ditetapkan sebagai salah satu lokus penurunan stunting 

dalam Keputusan Menteri Pembangunan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting 

Terintegrasi Tahun 2021. Masalah yang ditemukan dalam upaya penurunan 

stunting yaitu kurang optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah 

yang mempunyai peran dalam penurunan stunting. Hal ini membuat pemerintah 

daerah Kabupaten Pringsewu harus mengatasi permasalahan diatas. Upaya yang 

dilakukan yaitu mengeluarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 

2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pringsewu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi tim percepatan penurunan 

stunting (TPPS) di Kabupaten Pringsewu. Obyek penelitian ini dilakukan pada 8 

perangkat daerah Kabupaten Pringsewu, 2 Kecamatan, dan 2 Pekon Lokus 

penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu. Peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut 

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu analisis data model interaktif. Hasil 

penelitian dianalisis menggunakan indikator-indikator koordinasi menurut 

Handayningrat (1991) yaitu peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan 

tindakan, kerjasama dan proses terus menerus, pengaturan usaha kelompok dan 

mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPS Kabupaten 

Pringsewu telah berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas 

penurunan stunting sehingga angka stunting di Kabupaten Pringsewu berhasil 

turun. 

Kata Kunci: Koordinasi, Stunting, TPPS Kabupaten Pringsewu 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

COORDINATION OF STUNTING REDUCTION 

ACCELERATION TEAM IN PRINGSEWU DISTRICT 

 

 

By 

VERONIKA FRISDA ANINTYA 

 

 

One of the problems faced by Pringsewu Regency is stunting. Pringsewu Regency 

is designated as one of the stunting reduction loci in the Decree of the Minister of 

National Development Number 42 of 2020 concerning the Determination of 

Regency / City Expansion of Integrated Stunting Reduction Intervention Focus 

Locations in 2021. The problem found in efforts to reduce stunting is the lack of 

optimal coordination between regional apparatus organizations that have a role in 

reducing stunting. This makes the Pringsewu Regency local government have to 

overcome the above problems. The effort made was to issue Pringsewu Regent 

Decree Number 438 of 2022 concerning the Pringsewu Regency Stunting 

Reduction Acceleration Team. This study aims to analyze the coordination of the 

stunting reduction acceleration team (TPPS) in Pringsewu Regency. The object of 

this research was conducted in 8 regional apparatus of Pringsewu Regency, 2 sub-

districts, and 2 villages with stunting reduction locus in Pringsewu Regency. 

Researchers used a type of qualitative research with data collection techniques 

through: observation, interviews, and documentation. Researchers used data 

analysis techniques according to Miles, Huberman, and Saldana (2014), namely 

interactive model data analysis. The results of the study were analyzed using 

indicators of coordination according to Handayningrat (1991), namely the role of 

leaders in coordination and unity of action, cooperation and continuous processes, 

regulation of group efforts and achieving common goals. The results showed that 

the Pringsewu Regency TPPS had coordinated well in carrying out stunting 

reduction tasks so that the stunting rate in Pringsewu Regency had decreased. 

 

Keywords: Coordination, Stunting, TPPS Pringsewu Regency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 

Lampung. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah otonom yang 

berada di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu sebagai daerah 

otonom mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu wewenangnya adalah 

mengatur kepentingan publik setempat melalui pembangunan daerah. 

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pringsewu 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu adalah 

terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Bappeda 

Kabupaten Pringsewu, 2020). SDM yang berkualitas memiliki fisik yang 

tangguh, pikiran yang cerdas, mental yang kuat, dan kesehatan yang prima. 

Hal tersebut sangat ditentukan oleh status gizi setiap individu dalam 

masyarakat. 

Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan gizi dan kesehatan penduduknya untuk mewujudkan SDM yang 

berkualitas. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menanggulangi 

dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan gizi. Salah satu 
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permasalahan gizi yang dialami oleh Kabupaten Pringsewu adalah stunting 

(Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2020). Stunting adalah kondisi tinggi badan 

seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya 

yang seusia (Rahayu et al., 2018). Adanya stunting menunjukkan status gizi. 

yang kurang (malnutrisi) dalam jangka waktu yang lama (kronis) (Candra 

MKes(Epid), 2020). 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu penyumbang prevalensi stunting 

yang cukup tinggi (Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2020). Prevalensi 

merupakan jumlah orang yang mengalami penyakit dalam waktu dan tempat 

tertentu (Eni & Asridiana, 2020). Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar 

(Riskedas) Kementrian Kesehatan yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten 

Pringsewu, prevalensi stunting di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 

sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Prevalensi Stunting Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2021 

 

Tahun Prevalensi Stunting 

di Kabupaten Pringsewu 

2018 20,19% 

2019 17,76% 

2020 7,57% 

2021 6,54% 

Sumber: Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2021 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Pringsewu telah 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Fakta menunjukkan pada tahun 

2020 Kabupaten Pringsewu masih memiliki kasus sebanyak 7,57% atau 

setara dengan 2.145 BALITA penderita stunting. Pada tahun 2021 masih 

tercatat sebanyak 6,54% atau setara dengan 1.843 BALITA stunting di 

Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu akhirnya masuk kedalam salah 

satu daerah kabupaten atau kota yang menjadi lokus pemerintah pusat untuk 
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menekan angka stunting di daerahnya. Pernyataan tersebut tertuang dalam 

Keputusan Menteri Pembangunan Nasional No. 42 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan 

Stunting Terintegrasi Tahun 2021. 

Berdasarkan laporan pelaksanaan penurunan stunting Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2020, ditemukan masalah dalam upaya penurunan stunting di 

Kabupaten Pringsewu yaitu kurang optimalnya koordinasi antar organisasi 

perangkat daerah (OPD) yang mempunyai peran dalam upaya penurunan 

stunting (Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2020). OPD yang terlibat kurang 

mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, 

pemantauan, dan evaluasi sehingga berdampak pada tidak optimalnya 

penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu (Bappeda Kabupaten Pringsewu, 

2020). 

Permasalahan serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang 

mengalami kasus stunting. Penelitian di Kota Padang menujukkan adanya 

masalah implementasi penurunan stunting. Masalahnya adalah belum 

optimalnya koordinasi pemangku kepentingan pada intervensi gizi spesifik 

dan sensitif, koordinasi antar OPD belum didukung oleh regulasi khusus 

daerah, kurangnya sosialisasi tentang gizi, dan kurangnya kesadaran 

masyarakat (Febrian & Yusran, 2021). 

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuningan juga menunjukkan adanya 

hambatan dalam menangani stunting. Permasalahan dalam penanganan 

stunting disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi antar seluruh 

pemangku kepentingan. Akibat dari masalah tersebut adalah terhambatnya 

penurunan stunting secara efektif dan efisien (Waliyudin et al., 2022). 

Penelitian di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah juga 

menunjukkan permasalahan serupa dalam penurunanan stunting. Tingginya 

angka stunting terjadi karena lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat 

daerah (OPD). Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah daerah untuk 

saling berkolaborasi dan berkoordinasi dalam konvergensi percepatan 

penurunan stunting (Wicaksana, 2016). 
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Stunting menyebabkan turunnya kualitas SDM pada generasi yang akan 

datang. Permasalahan stunting perlu untuk segera diatasi. Pemerintah telah 

berupaya untuk menangani stunting dengan penerbitan berbagai regulasi. 

Salah satunya yaitu Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil 

(Stunting) Periode 2018-2024. Strategi tersebut menegaskan bahwa 

kabupaten/kota memiliki peran penting dalam upaya penurunan stunting. 

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas untuk melakukan koordinasi 

terkait dengan anggaran, SDM, dukungan logistik, dan kemitraan untuk 

menciptakan lingkungan yang mendukung upaya penurunan stunting 

(Kementrian PPN, 2018). Kabupaten/kota harus membentuk forum 

koordinasi dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting 

(Kementrian PPN, 2018). 

Perintah pembentukan tim percepatan penurunan stunting dipertegas kembali 

melalui Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan 

Penurunan Stunting. Dalam aturan tersebut diamanahkan bahwa tim harus 

dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tim Percepatan 

Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas untuk 

mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan 

percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. 

Guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat maka Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu menerbitkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 495 

Tahun 2020 tentang Tim Percepatan Intervensi Penurunan Stunting 

Kabupaten Pringsewu dan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 

2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan 

Stunting Kabupaten Pringsewu bertugas untuk mengoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan stunting 

antar perangkat daerah. Tim ini juga ditugaskan untuk memantau, 

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penurunan stunting di Kabupaten 

Pringsewu.  
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Setelah melihat permasalahan diatas serta perintah pembentukan tim 

percepatan penurunan stunting maka salah satu dimensi yang perlu ditinjau 

adalah mengenai koordinasi. Koordinasi merupakan suatu kegiatan untuk 

mencapai sasaran dan kegiatan dari unit kerja yang terpisah dalam tujuan 

organisasi yang efektif (Febrian & Yusran, 2021). Koordinasi adalah upaya 

untuk menggerakan tim dengan memberikan tugas dan pekerjaan yang 

relevan kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dijalankan 

dengan selaras dan semestinya (Sugihartatmo & Sentika, 2017).  

Berdasarkan uraian fakta dan masalah diatas, sangat penting untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai koordinasi tim percepatan penurunan 

stunting dalam upaya menurunkan kasus stunting di Kabupaten Pringsewu. 

Peneliti kemudian tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

permasalahan lebih lanjut. Peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul 

“KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI 

KABUPATEN PRINGSEWU”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting 

di Kabupaten Pringsewu?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengindentifikasi dan menganalisis Koordinasi Tim Percepatan Penurunan 

Stunting di Kabupaten Pringsewu.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara 

merealisasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan kedalam 

pemabahasan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten 

Pringsewu.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi saran di periode selanjutnya bagi 

tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Pringsewu untuk memperbaiki 

koordinasi antar OPD anggota tim agar dapat menurunkan angka stunting di 

Kabupaten Pringsewu dengan lancar.  

2. Praktis 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi 

bagi pembaca mengenai Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di 

Kabupaten Pringsewu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti memilih tema terkait dengan analisis koordinasi tim percepatan 

penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu untuk diteliti. Pada bagian ini 

peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang dapat menjadi 

pedoman dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi bahan 

perbandingan dengan penelitian ini untuk mempermudah mengidentifikasi 

masalah atau kajian teori yang akan digunakan oleh peneliti. 

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Judul Hasil 
Perbedaan 

Penilitian 

 
Peranan Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Dalam 

Koordinasi 

Konvergensi 

Pencegahan 

Stunting Di 

Kabupaten 

Gunung Mas 

 
Penelitian disamping 

menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Masalah yang 

ditemukan adalah masih lemahnya 

koordinasi dan sinkronisasi antar 

organisasi perangkat daerah 

sehingga angka stunting di 

Kabupaten Gunung Mas masih 

tinggi. Hal ini menjadi tantangan 

pemerintah daerah untuk 

 
Perbedaan 

penelitian terletak 

pada tujuan 

penelitian yaitu 

ingin menganalisis 

peran Bappeda 

Kabupaten Gunung 

Mas, Provinsi 

Kalimantan Tengah 

dalam pencegahan 
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Provinsi 

Kalimantan 

Tengah 

(Wicaksana, 

2016) 

berkoordinasi dan berkolaborasi. 

Sesuai dengan amanat Perpres No 

72 Tahun 2021 tentang percepatan 

penurunan stunting, Bappeda 

merupakan sektor pemimpin yang 

harus mampu mengoordinir semua 

komponen. Peneliti menggunakan 

teori Soekanto Soerjono (2012) 

yang menilai peran dari dimensi 

hak dan kewajiban. Hasil penelitian 

menunjukkan Peran Bappeda 

dalam hal ini sudah baik namun 

belum optimal ditinjau dari 

koordinasinya. 

stunting sedangkan 

penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

koordinasi tim 

percepatan 

penurunan stunting 

di Kabupaten 

Pringsewu. 

Implementasi 

Kebijakan 

Intervensi Gizi 

Spesifik sebagai 

Upaya 

Penanganan 

Stunting di 

Kabupaten Malang 

(Maulana et al., 

2022) 

Penelitian tersebut menggunakan 

metode penelitian kulaitatif 

deskriptif. Masalah dalam 

penelitian ini yaitu Impelmentasi 

Kebijakan mengacu pada Peraturan 

Bupati Malang No.30 Tahun 2018 

tentang Upaya Pencegahan 

Stunting. Teori yang digunakan 

adalah “A Model of The Policy 

Implementation Process” oleh 

Donald Van Meter & Carl Van 

Horn (1975). Analisis 

implementasi model ini mencakup 

6 varibael yaitu: standar dan 

tujuan, sumberdaya kebijakan, 

komunikasi agen pelaksana, 

karakteristik badan pelaksana, 

disposisi para pelaksana, kondisi 

ekonomi sosial politik. Setelah 

dianalisis ditemukan adanya 

refocusing anggaran kesehatan 

yang menyebabkan beberapa 

implementasi kebijkan intervensi 

gizi spesifik di Kabupaten Malang 

tidak terlaksana. Upaya yang 

dilakukan adalah kunjungan rumah 

oleh petugas gizi puskesmas dan 

bidan desa untuk menjangkau 

kelompok sasaran yang lebih luas. 

Perbedaan penelitian 

terletak pada teori 

yang digunakan. 

Penelitian tersebut 

menggunakan teori 

implementasi 

menurut Donald 

Van Meter & Carl 

Van Horn (1975) 

yang menempatkan 

6 variabel yang 

menghubungkan 

kebijakan dan 

kinerja dalam 

implementasi 

kebijakan publik 

sedangkan penelitian 

ini menggunakan 

ciri-ciri  koordinasi 

menurut 

Handayaningrat 

(1991) yang 

mencakup : 

1. Peran pimpinan 

dan kesatuan 

tindakan 

2. Kerjasama dan 

proses terus menerus 

3. Pengaturan usaha 

kelompok dan 

mencapai tujuan 

bersama 
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Koordinasi Dalam 

Implementasi 

Kebijakan 

Pencegahan  

Stunting Di Kota 

Padang (Febrian & 

Yusran, 2021) 

Penelitian Febby Febrian dan 

Rahmadani Yusran menggunakan 

metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Masalah dalam penelitian 

tersebut adalah belum adanya 

koordinasi antara dinas kesehatan 

setempat dan instansi lain yang 

berperan dalam pencegahan stunting. 

Dengan demikian lokus penelitian 

tersebut adalah dinas kesehatan dan 

instansi di Kota Padang yang relevan 

dengan kebijakan pencegahan 

stunting. 

Permasalahan dianalisis 

menggunakan konsep-konsep 

koordinasi. Setelah diteliti, 

ditemukan faktor penghambat yaitu 

belum adanya regulasi yang memuat 

kejelasan fungsi pokok dan tugas 

masing-masing instansi serta belum 

adanya anggaran khusus untuk 

program pencegahan stunting. 

Perbedaan penelitian 

terletak pada lokus 

penelitian. 

Penelitian tersebut 

lokusnya adalah 

dinas kesehatan dan 

instansi terkait di 

Kota Padang, 

sedangkan penelitian 

ini berlokus pada 

Kabupaten 

Pringsewu khusunya 

OPD anggota tim 

percepatan 

penurunan stunting 

Kabupaten 

Pringsewu. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022 

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari yang dilakukan oleh 

penelitian terdahulu. Konteks penelitian yang dilakukan yaitu mengenai 

analisis koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten 

Pringsewu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten 

Pringsewu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Lokus penelitian ini terletak di Kabupaten Pringsewu khususnya 

tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Pringsewu. Indikator yang 

digunakan dalam menganalisis kinerja menggunakan ciri-ciri koordinasi 

menurut Handayaningrat (1991) yang mencakup : 

1.  Peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan 

2.  Kerjasama dan proses terus menerus 

3.  Pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama 
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2.2 Koordinasi 

 

 

Koordinasi merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran dan kegiatan 

dari unit kerja yang terpisah dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif 

(Febrian & Yusran, 2021). Definisi tersebut sejalan dengan pendapat dari 

Irmadi (1991) yang menjelaskan bahwa koordinasi sebagai upaya yang 

dilakukan untuk menyatukan proses pada beberapa satuan unit kegiatan pada 

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Koordinasi dapat 

diartikan sebagai usaha untuk memadukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja 

(unit-unit) organisasi sehingga organisasi berjalan sebagai kesatuan guna 

melaksanakan tugas organisasi untuk mencapai tujuan (Teguh, 2020). 

Menurut Ricky W. Griffin (1987) dalam Moekijat (1994) koordinasi adalah 

suatu proses menghubungkan kegiatan-kegiatan dari bermacam-macam 

bagian organisasi.  

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk mengarahkan 

pelaksanakan kegiatan untuk menghasilkan tindakan yang harmonis dalam 

mencapai sasaran (Sugihartatmo & Sentika, 2017). Menurut Stoner dan 

Wenkel (1989) koordinasi adalah proses menyatukan tujuan-tujuan dan 

kegiatan-kegiatan dari bagian-bagian suatu organisasi yang terpisah untuk 

mencapai sasaran organisasi secara efesien. Definisi tersebut searah dengan 

pendapat dari Henry L.Tosi dan Stephen J. Carrol (1982) dalam Moekijat 

(1994) yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan pengembangan dan 

pemeliharaan hubungan-hubungan secara terpadu diantara kegiatan-kegiatan 

dalam suatu koordinasi.  

Menurut Hasibuan (2006) dalam Asmu, dkk (2018) koordinasi adalah 

kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengoordinasikan pekerjaan-

pekerjaan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi merupakan 

pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok kearah pencapaian 

maksud dan tujuan kelompok (Konntz et al., 1984). Sementara James A.F 

Stoner (1986) dalam Moekijat (1994) koordinasi dapat dipahami sebagai 

pengaturan usaha kelompok secara rapi untuk memberikan kesatuan tindakan 
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guna mencapai tujuan bersama. Definisi-definisi diatas berkaitan erat dengan 

pengertian koordinasi menurut Alex S. Nitisemito (1985) dalam Moekijat 

(1994) yaitu tindakan seorang koordinator untuk mengusahakan terjadinya 

keselarasan, antara tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/bagian 

yang satu dengan seseorang/bagian yang lainnya.  

Koordinasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak 

sederajat untuk saling memberi informasi dan menyepakati hal tertentu 

(Asmu et al., 2018). Menurut Ndraha (2003) dalam Febrian dan yusran 

(2021) koordinasi merupakan suatu upaya untuk mencapai proses 

kesepakatan secara bersama dan mengikat pada kegiatan atau unsur yang 

berbeda-beda sehingga menjadi kesatuan kegiatan yang terarah untuk 

mencapai target keberhasilan organisasi.  

Menurut Ndraha (2003) dalam Mulawangsa, dkk (2021) koordinasi dapat 

diartikan dari segi normatif dan segi fungsional. Koordinasi dari segi normatif 

diartikan sebagai suatu kewenangan untuk menggerakan, menyerasikan, 

menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang berbeda agar 

terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan dari segi fungsional 

koordinasi dilakukan untuk meminimalisir spesialisasi dan mengefektifkan 

pembagian kerja. 

Koordinasi merupakan usaha kerjasama antar badan, instansi, unit, dalam 

pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, membantu, 

dan melengkapi (Asmu et al., 2018). Koordinasi adalah proses pimpinan 

mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya 

dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama 

(Sugihartatmo & Sentika, 2017). Koordinasi dalam organisasi publik atau 

instansi pemerintah pada intinya adalah untuk menyatukan segala upaya dan 

tindakan harmonis untuk mencapai tujuan bersama (Ramdhany & Djumiarti, 

2016).  

Menurut George Terry (1964) dalam Mulawangsa (2021) menegaskan bahwa 

koordinasi hanya akan terjadi apabila ada kesadaran antar pemimpin-

pemimpin organisasi untuk bekerjasama dalam proses pelaksanaan kerja 
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dibawah pengarahan inidvidu yang memiliki kewenangan fungsional tertentu. 

Koordinasi menuntut sikap dan perilaku dari orang-orang, kepala-kepala unit, 

ataupun kepala-kepala instansi tertentu yang terlibat dalam hubungan 

kerjasama. Sikap yang dimaksud adalah sikap yang mengarahkan 

(koordinator) maupun sikap yang diarahkan atau yang dikoordinasikan 

(Mulawangsa & Nawir, 2021).  

Koordinasi hanya dapat dicapai melalui hubungan kerja yang efektif dan 

terbentuk melalui komunikasi administratif untuk membantu tercapainya 

koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (Teguh, 2020). 

Komunikasi dan koordinasi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan 

dalam administrasi (Mulawangsa & Nawir, 2021). Koordinasi dan 

komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena saling 

mempengaruhi (Asmu et al., 2018).  

Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit 

organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-

benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya 

dengan efisien (Mulawangsa & Nawir, 2021). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa koordinasi merupakan upaya untuk menyatukan unit-unit 

yang berbeda dalam organisasi untuk menghasilkan kesatuan tindakan dalam 

mencapai tujuan organisasi.  

 

2.2.1 Ciri-Ciri Koordinasi 

 

 

Menurut Handayaningrat (1991) ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:  

 

a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.  

Koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada 

pimpinan. Pimpinan dinilai berhasil jika telah melakukan koordinasi 

dengan baik.  
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b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama.  

Kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi 

dengan sebaik-baiknya. 

c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process). 

Koordinasi merupakan proses yang bersifat kesinambungan dalam 

rangka tercapainya tujuan koordinasi 

d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. 

Koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, 

bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang 

bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

e. Konsep kesatuan tindakan 

Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa 

pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada 

setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di 

dalam mencapai hasil bersama.  

f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose) 

Kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada 

semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai 

kelompok dimana mereka bekerja.  

 

Peneliti memilih untuk menggunakan ciri-ciri koordinasi dari 

Handayaningrat (1991) karena lebih relevan dengan latar belakang masalah 

dalam penelitian. Ciri-ciri koordinasi tersebut akan digunakan untuk 

menganalisis koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten 

Pringsewu. 
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2.2.2 Prinsip dan Unsur Koordinasi 

 

 

Menurut Sugihartomo dan Sentika (2017) unsur-unsur koordinasi terdiri 

dari: 

1. Kesatuan Tindakan 

Koordinasi harus dilaksanakan dengan kesadaran antar satuan organisasi 

agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Kesatuan tindakan merupakan inti 

koordinasi. Kesatuan tindakan berarti koordinator yang harus mengatur 

usaha-usaha tiap kegiatan individu agar serasi dalam mencapai hasil.  

2. Komunikasi  

Pendekatan utama dalam koordinasi adalah komunikasi. Komunikasi 

merupakan sarana memadukan aktifitas-aktifitas yang terorganisasi. 

Kerjasama dan saling melengkapi hanya dapat dilakukan dengan 

komunikasi. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif sehingga 

koordinasi tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan 

informasi.  

3. Integrasi  

Integrasi merupakan usaha untuk menyatukan tindakan badan, instansi, 

dan unit sehingga pemikiran dan tindakan terarah pada suatu tujuan yang 

disepakati bersama. Salah satu kegiatan integrasi yaitu adanya standar 

operasional prosedur. 

4. Sinkronisasi  

Sinkronisasi adalah usaha untuk menyelaraskan kegiatan dan tindakan 

pada setiap unit sehingga ada keserasian dalam menjalankan tugas. 

Pelaksanaan sinkronisasi dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas 

sehingga meminimalisir tumpeng tindihnya tugas.  

5. Simplifikasi  

Simplifikasi merupakan cara untuk lebih mudah dalam menjalankan 

tugas dengan cara membuat program-program yang realistis, sederhana, 

dan dapat dikerjakan.  
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6. Continuity  

Koordinasi adalah proses yang berkesinambungan mulai dari yang 

dilakukan dalam setiap proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan.  

7. Direct Contact  

Adanya kontak langsung membuat proses koordinasi antar unit 

organsiasi dapat berjalan baik karena ada komunikasi langsung. Kontak 

langsung berguna untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan 

antar anggota.  

8. Reciprocal Relation  

Prinsip timbal balik menjelaskan bahwa semua unsur dalam organisasi 

saling bergantung dan berhubungan. Setiap tindakan individu akan 

mempengaruhi keseluruhan organisasi. Dengan demikian setiap tindakan 

dan pengambilan keputusan harus dipikiran secara matang.  

9. Mutual Respect  

Koordinasi dapat dilaksanakan apabila ada rasa saling menghargai 

sehingga hubungan antara atasan dan bawahan berjalan baik untuk 

memperlancar proses koordinasi. 

10. Clarity of Objective  

Koordinasi dapat diterapkan jika seluruh anggota organisasi memahami 

tujuan yang ingin dicapai organisasi. pemahaman yang baik menjadikan 

anggota organisasi menyadari pentingnya koordinasi.  

11. Scalar Chain  

Koordinasi dapat berjalan apabila garis kewenangan tersusun dari tingkat 

atas sampai rendah dalam struktur organisasi.  

12. Mekanisme  

Mekanisme koordinasi merupakan usaha saling menyesuaikan 

standarisasi prosedur kerja serta pembentukan tim atau badan koordinasi 

suatu kegiatan.  
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13. Pembagian Kerja  

Pondasi dalam suatu organisasi adalah pembagian peran atau tugas. 

Pembagian tugas merupakan perincian tugas dan pekerjaan agar setiap 

individu atau unit bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.  

14. Manajemen Internal  

Manajemen internal mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, 

dan evaluasi penyelenggaraan tugas.  

15. Disiplin  

Disiplin pada organisasi diperlukan agar usaha penyesuaian bagian yang 

berbeda dapat berjalan lancer. Disiplin waktu, administrasi, dan 

kepatuhan terhadap prosedur diperlukan dalam proses koordinasi. 

16. Komitmen  

Komitmen adalah keinginan kuat anggota untuk menjadi anggota 

organisasi tertentu, kesediaan untuk berusaha meningkatkan kemampuan 

diri, dan keyakinan untuk menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

 

 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Koordinasi 

 

  

Menurut Moekijat (1994) koordinasi merupakan usaha menyatukan suatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Para pimpinan berpendapat bahwa 

koordinasi merupakan cara yang paling tepat untuk menentukan 

keseluruhan hasil kerja. Para pimpinan disebut koordinator. Koordinasi 

memungkinkan hasil kerja lebih besar daripada hasil kerja individu.  

Menurut Sugihartomo dan Sentika (2017) Koordinasi sangat dibutuhkan 

sehingga organisasi tidak dapat menghindarinya karena setiap organisasi 

pasti memiliki unit-unit ataupun satuan-satuan organisasi yang mempunyai 

fungsi berbeda-beda tetapi memiliki hubungan yang saling ketergantungan. 

Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  
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1. Saling ketergantungan yang menyatu 

Saling ketergantungan yang menyatu dapat diartikan satuan-satuan 

organisasi tergantung kepada pelaksanaan kerja setiap satuan yang 

memuaskan untuk suatu hasil akhir.  

2. Saling ketergantungan yang berurutan 

Satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu 

sebelum satuan yang lain bekerja.  

3. Saling ketergantungan timbal balik 

Saling ketergantungan ini diartikan sebagai hubungan memberi dan 

menerima antar satuan organisasi.  

Adanya saling ketergantungan tersebut membuat koordinasi sangat 

diperlukan dalam mengintegrasi kinerja setiap satuan atau unit. Koordinasi 

berperan sebagai fasilitator antar bagian yang saling bergantung.  

Menurut Sugihartomo dan Sentika (2017) tujuan koordinasi meliputi:  

a. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dalam mencapai 

tujuan atau sasaran.  

b. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran 

kearah sasaran organisasi.  

c. Menghindari kekosongan dan tumpah tindihnya suatu pekerjaan.  

d. Menghindari keterampilan overlanding dari sasaran organisasi.  

e. Mengarahkan keterampilan spesialis kearah tujuan organsiasi.  

f. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen 

kearah tujuan organisasi.  

Adapun manfaat koordinasi menurut Handoko (2003) dalam Asmu, dkk 

(2018) sebagai berikut: 

a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama 

lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada 

dalam organisasi. 

b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi 

atau pejabat merupakan yang paling penting. 
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c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian 

dalam organisasi. 

d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu 

aktifitas dalam organisasi.  

e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling 

membantu.  

 

2.2.4 Jenis Koordinasi 

 

 

Menurut Tosi dan Carrol (1982) dalam Asmu, dkk (2018) ada dua jenis 

koordinasi yaitu sebagai berikut: 

a. Koordinasi vertikal 

Koordinasi ini menunjukkan adanya pengembangan hubungan-

hubungan yang efektif dan disatupadukan diantara kegiatan-kegiatan 

pada tingkat-tingkat organisasi yang berlainan.  

b. Koordinasi horizontal 

Koordinasi yang menunjukkan adanya pengembangan hubungan-             

hubungan yang lancar antar individu-individu atau kelompok-

kelompok pada tingkat yang sama.  

Berikutnya adalah jenis-jenis koordinasi menurut Dann Sugandha (1991) 

dalam Moekijat (1994) yaitu:  

a. Koordinasi Intern, koordinasi antar pejabat atau antar unit didalam 

suatu organisasi 

b. Koordinasi Ekstern, koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi 

atau antar organisasi 

c. Koordinasi Horizontal, koordinasi antar pejabat atau antar unit yang 

memiliki tingkat hirarki yang sama dalam suatu organisasi. 

koordinasi antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat 

atau antar organisasi yang setingkat 

d. Koordinasi Vertikal, koordinasi antar pejabat/unit tingkat bawah 

dengan pejabat/unit atasannya 
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e. Koordinasi Diagonal, koordinasi antar pejabat/unit yang berbeda 

fungsi atau berbeda tingkat hierarkinya 

f. Koordinasi Fungsional, koordinasi antar pejabat/unit/organisasi yang 

berdasarkan kesamaan fungsi.  

 

2.2.5 Indikator-Indikator Koordinasi 

 

 

Menurut Hasibuan (2006) dalam Iqbal (2020) menjelasan indikator-

indikator koordinasi sebagai berikut: 

a. Kerjasama 

Kerjasama merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih secara 

dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama senantiasa 

menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, 

serasi dan selaras. 

b. Kesatuan tindakan 

Kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Koordinasi 

memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk menyesuaikan 

diri dalam menjalankan tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi 

lainnya agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin harus mengatur 

agar usaha dari tiap individu serasi dalam mencapai hasil. Kesatuan 

tindakan merupakan kewajiban pimpinan untuk menciptakan koordinasi 

yang baik.  

c. Komunikasi 

Komunikasi dan koordinasi saling berkaitan karena unit-unit dalam 

organisasi hanya dapat dikoordinasikan dengan adanya komunikasi. 

Adanya komunikasi membuat partisipasi anggota semakin tinggi. 

Melalui komunikasi pimpinan memberikan informasi mengenai tugas 

kepada bawahan.  
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d. Pembagian kerja  

Dalam organisasi prinsip dasarnya adalah pembagian kerja untuk 

mewujudkan tujuan organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas 

dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab 

untuk melaksanakan sekumpulankegiatan yang terbatas. Pembagian 

pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang 

mempelajari keterampilan dan menjadi ahli fungsi pekerjaan tertentu. 

 

2.2.6 Masalah Koordinasi 

 

Menurut Tosi dan Carrol (1982) dalam Moekijat (1994) masalah-masalah 

dalam koordinasi terjadi karena kondisi organisasi dan masalah SDMnya 

1. Kondisi organisasi dan koordinasi 

Situasi organisasi yang menyebabkan timbulnya masalah koordinasi 

adalah apabila kegiatan-kegiatan yang saling bergantung mempunyai 

jadwal waktu yang berlainan. Kegiatan dalam organisasi membutuhkan 

jumlah waktu berlainan untuk penyelesainnya. Beberapa kegiatan dapat 

diselesaikan dengan cepat sedangkan ada kegiatan lainnya yang 

membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama. Perbedaan tersebut 

menyebabkan masalah koordinasi. Selain itu, apabila jarak geografis 

diantara bagian-bagian jauh. Apabila jarak orang-orang yang terlibat 

dalam suatu pekerjaan terlalu jauh untuk memungkinkan adanya sering 

hubungan tatap muka, maka timbulah masalah koordinasi.  

2.  Faktor manusia dan koordinasi 

Masalah koordinasi terjadi karena perbedaan diantara individu-

indvidu/unit-unit dalam organisasi. Tugas-tugas yang harus dikerjakan 

oleh beberapa unit/bagian akan terhambat jika tidak ada kesatuan 

tindakan untuk mencapai tujuan. Keterbatasan SDM, anggaran, dan 
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modal fisik membuat antar individu/bagian/unit bersaing untuk 

mendapatkannya dan menimbulkan permusuhan.  

Disamping itu sumber pertentangan biasanya disebabkan oleh perbedaan 

antar anggota kelompok dalam menilai suatu ide atau solusi. Ada kelompok 

yang merasa idenya lebih tinggi daripada ide kelompok lainnya. Keadaan 

tersebut disebabkan karena anggota-anggota organisasi mempunyai 

pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang berbeda sehingga melihat suatu 

masalah, sebab, dan solusinya secara berlainan pula.  

 

2.3 Koordinasi Dalam Organisasi 

 

 

Suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah digerakan oleh sekelompok 

orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi (Tsauri, 2014). Menurut Armosudiro (2006) organisasi merupakan 

struktur pembagian kerja dan tata hubungan kerja antara sekelompok orang 

pemegang posisi yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sementara menurut Money (1996) organisasi dapat didefinisikan sebagai 

persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal dalam 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Suatu organisasi dapat dibentuk 

apabila dipengaruhi oleh penyatuan visi, misi, dan tujuan dari sekelompok 

orang (Tsauri, 2014).  

Kinerja organisasi berkaitan dengan keberhasilan pegawai, tim atau unit 

organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan dengan 

perilaku yang diharapkan (Hartati et al., 2022). Suatu organisasi akan 

melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif jika ada tim yang bekerjasama 

secara giat (Lasmi et al., 2022). Koordinasi merupakan cara mengimbangi 

dan menggerakan tim dengan memberikan pekerjaan yang relevan kepada 

masing-masing anggota tim dan menjaga agar kegiatan dapat dilaksanakan 

dengan selaras dan semestinya (Sugihartatmo & Sentika, 2017). Organisasi 

dalam melaksanakan tugasnya akan lebih baik jika membentuk kelompok 
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kerja atau tim kerja (Bernhard et al.,  2017). Dalam pembahasan ini perlu 

dipahami mengenai konsep tim.  

Tim adalah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai 

peran masing-masing serta saling berhubungan satu sama lain dan memiliki 

seperangkat nilai-nilai atau norma-norma mereka sendiri (Lasmi et al., 2022). 

Menurut Ingram (1999) dalam Lasmi, dkk (2022) tim kerja merupakan 

sekumpulan orang yang saling berinteraksi satu sama lain secara intensif dan 

mengasilkan suatu rencana atau keputusan. Sementara itu pendapat dari 

Mackall (2004) dalam Lasmi, dkk (2022) menyatakan bahwa tim kerja 

sebagai suatu proses dimana sekelompok orang menyatukan kemampuan dan 

keterampilan mereka untuk mencapai tujuan bersama.  

Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

bertanggungjawab untuk pencapaian suatu tujuan (Bernhard et al.,  2017). 

Menurut Tracy (2006) dalam Silviani (2017) tim dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung 

dalam suatu organsiasi. Tim merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang 

atau lebih kemudian saling berinteraksi dan berkoordinasi tentang pekerjaan 

dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tertentu (Silviani, 2017). Hal 

tersebut didukung oleh pendapat dari Dewi (2007) dalam Silviani (2017) 

yang menyatakan bahwa tim adalah bentuk kerja sama kelompok yang harus 

dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan sebuah tugas.  

Kelebihan tim kerja adalah upaya-upaya individu-individunya menghasilkan 

kinerja yang lebih besar dibanding perorangan (Lasmi et al., 2022). Menurut 

Stephen dan Timothy (2008) dalam Silviani (2017) tim akan menghasilkan 

kinerja yang lebih tinggi dibandingan dengan pekerjaan yang diselesaikan 

sendiri. Tim kerja akan menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang 

terkoordinasi (Bernhard et al.,  2017). Dapat disimpulkan bahwa tim 

merupakan interaksi antara dua orang atau lebih yang berkoordinasi mengenai 

sebuah pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

 



 

 

23 

 

2.3.1 Faktor Pendukung Keberhasilan Koordinasi Melalui Tim Kerja 

 

Menurut Donnellon (1996) dalam Lasmi, dkk (2022) faktor yang harus 

diperhatikan dalam penyebutan sebuah tim yaitu:  

a) Identification, sebagai anggota tim harus dapat mengidentifikasi diri 

sebagai sebuah tim yang sedang dijalani saat ini bukan tim lainnya 

sehingga dapat menyebut diri sebagai anggota kelompok.  

b) Interdependence, sebagai anggota tim pasti membutuhkan bantuan dan 

pendapat serta saran dari anggota tim yang lain. 

c) Power Differentiation, setiap anggota harus mengurangi power dengan 

memperlakukan secara imbang setiap anggotanya. Saling menghargai 

satu sama lain untuk menghindari perselisihan.  

d) Social Distance, sesama anggota tim harus mengurangi jaga jarak agar 

mempererat hubungan sosial sehingga antar masing-masing anggota 

menjadi lebih empati, saling menghargai dan mengapresiasi, serta 

memiliki pemikiran yang sama.  

e) Conflict Management Tactics, para anggota tim harus menyelesaikan 

konflik dengan cara berunding agar memahami pemikiran satu sama 

lainnya kemudian membuat upaya untuk berkompromi untuk 

menyelesaikan masalah secara baik.  

f) Negotiation, Proces Menggunakan win-win solution sehingga hasilnya 

dapat menguntungkan semua pihak yang ada. 

 

2.4 Stunting 

 

Kecukupan gizi dan pangan merupakan faktor penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Saat ini 

permasalahan gizi yang sedang dihadapi oleh Indonesia khusunya Kabupaten 

Pringsewu adalah stunting. 
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Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan 

dengan tinggi badan orang lain pada umumnya (Rahayu et al., 2018). 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 

tentang Percepatan Penurunan Stunting, stunting merupakan gangguan pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan 

infeksi berulang, hal tersebut ditandai dengan tinggi badan anak dibawah 

standar yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan. Adanya kasus stunting 

menunjukkan bahwa anak mengalami gizi kurang (malnutrisi) dalam jangka 

waktu yang lama (kronis) (Candra MKes(Epid), 2020). 

Stunting merupakan kondisi kurang gizi akut yang berlangsung selama 

periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Periode 1000 HPK terhitung 

sejak dalam kandungan sampai dengan bayi berusia 24 setelah dilahirkan 

(Maulana et al., 2022). Stunting adalah kondisi BALITA yang terlahir dan 

hidup dengan berat badan rendah (Febrian & Yusran, 2021). 

Menurut Rahayu dkk (2018) ciri-ciri anak stunting adalah sebagai berikut:  

a) Ditandai dengan pubertas yang terlambat  

b) Saat usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam atau pasif dan tidak 

banyak melakukan eye contact  

c) Pertumbuhan terhambat  

d) Wajah tampak lebih muda dari usianya  

e) Pertumbuhan gigi yang terlambat 

f) Pada saat tes perhatian dan memori belajar menujukkan performa 

buruk 

Dapat disimpulkan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak 

akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama yang ditandai dengan tinggi 

dan berat badan yang rendah dibandingankan dengan anak seusianya. 

 

 

 



 

 

25 

 

2.4.1 Penyebab Stunting 

 

Kejadian stunting disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut 

berupa faktor langsung dan faktor tidak langsung. Penyebab langsung 

seperti kurangnya asupan makanan bergizi dan penyakit infeksi. Penyebab 

tidak langsung seperti pola asuh ibu yang kurang tepat, kerawanan pangan, 

dan pelayanan kesehatan lingkungan yang kurang memadai (Grenluisa & 

Herbawani, 2022). Penyebab stunting menurut Candra (2020) adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor Genetik  

Banyak penelitian menghasilkan temuan bahwa tinggi badan orang tua 

sangat mempengaruhi terjadinya stunting pada anak. Faktor genetic tidak 

dapat diubah. Sifat pendek dan yang diwariskan pada keturunan 

menyebabkan stunting pada anak sulit diatasi.  

b. Status Ekonomi  

Status ekonomi yang kurang menyebabkan kemampuan untuk membeli 

bahan makanan menjadi rendah. Kualitas dan kuantitas pangan yang 

buruk menyebabkan kebutuhan gizi tidak terpenuhi sehingga 

menghambat tumbuh kembang anak. 

c. Jarak Kelahiran  

Jarak kelahiran dekat atau kurang dari 2 tahun merupakan resiko stunting 

pada anak. Jarak kelahiran berpengaruh pada pola asuh orang tua 

terhadap anak. Jarak kelahiran dekat membuat pola asuh cenderung 

kurang optimal dan membuat kebutuhan ASI salah satu anak tidak 

tercukupi.  

d. Anemia pada ibu  

Anemia pada ibu hamil disebabkan oleh kurangnya zat besi yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga janin 

yang dilahirkan berpotensi malnutrisi.  

e. Sanitasi Lingkungan  

Faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan juga mempengaruhi 

terjadinya stunting. Faktor tersebut yaitu Makanan yang tidak higienis, 
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kurangnya sanitasi yang memadai, bahan bakar memasak berkualitas 

rendah, dan pembuangan limbah lokal yang tidak memadai. 

Selanjutnya adalah penyebab stunting menurut Kementrian PPN (2018) 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor ketahanan pangan. 

  Ketersediaan dan keterjangkauan akses pangan bergizi yang minim.  

2. Faktor lingkungan sosial.  

 Praktik pemberian makan pada bayi dan pola asuh yang kurang tepat.  

3. Faktor Lingkungan kesehatan.  

 Akses pelayanan kesehatan yang kurang memadai untuk pencegahan dan 

 pengobatan stunting.  

4. Faktor lingkungan pemukiman.  

 Sarana air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak layak. 

 

2.4.2 Dampak Stunting 

 

Dampak stunting merupakan akibat yang akan dialami oleh penderita 

stunting. Dampak penderita stunting umumnya dikelompokkan menjadi 

dampak jangka pendek, dampak jangka menengah, dan dampak jangka 

Panjang. Dampak jangka pendek berupa menurunnya daya tahan tubuh. 

Dampak jangka menengah adalah terganggunya kemampuan intelektual dan 

kognitif anak penderita stunting. Dampak jangka panjangnya berupa rentan 

mengidap penyakit tidak menular saat usia dewasa seperti penyakit jantung, 

dan sebagainya (Grenluisa & Herbawani, 2022). 

Menurut Rahayu, dkk (2018) dampak stunting terbagi menjadi dampak 

jangka pendek dan dampak jangka panjang yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  
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1. Dampak Jangka Pendek  

Stunting mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, gangguan 

pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh.  

2. Dampak Jangka Panjang  

Stunting dapat menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, 

menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan memiliki resiko 

tinggi bagi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, 

kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. 

Anak penderita stunting biasaya akan tumbuh dewasa dengan kurang 

berpendidikan karena terhambat oleh rendahnya kemampuan intelektual. Hal 

tersebut akan menciptakan sumberdaya manusia yang kurang berkualitas 

sehingga kualitas hidupnya akan rendah. Kualitas hidup rendah menyebabkan 

pendapatan berkurang dan akhirnya tidak mampu menjangkau makanan 

bergizi sehingga rantai perkembangan kasus stunting sulit untuk dikendalikan 

(Grenluisa & Herbawani, 2022). 

 

2.5 Kerangka Pikir 

 

Upaya penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu memerlukan kerjasama 

dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan dalam 

upaya penurunan stunting. Pelaksanaan penurunan stunting di Kabupaten 

Pringsewu mengalami kendala yaitu OPD-OPD yang berperan kurang 

mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, 

pemantauan, dan evaluasi dalam upaya menurunkan stunting. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah 

dengan membentuk tim percepatan intervensi penurunan stunting Kabupaten 

Pringsewu melalui Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 495 Tahun 2020 dan 

Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 2022. Tim Percepatan 

Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas untuk 
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mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan 

percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. 

Koordinasi antar anggota tim perlu dianalisis. Peneliti memilih ciri-ciri 

koordinasi menurut Handayaningrat (1991) yang mencakup peran pimpinan 

dan kesatuan tindakan, kerjasama dan proses terus menerus, serta pengaturan 

usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama untuk menganalisis.  

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023 

 

 

 

 

Kurangnya koordinasi antar OPD yang berperan dalam 

upaya penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu. 

Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 495 Tahun 2020 Tentang Tim 

Percepatan Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten Pringsewu dan 

Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Tim 

Percepatan Penurunan Stunting. 

Ciri-ciri Koordinasi menurut Handayaningrat 

(1991) yaitu:  

1. Peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan 

tindakan 

2. Kerjasama dan proses terus menerus 

3. Pengaturan usaha kelompok dan mencapai 

tujuan bersama 

 

 Terlaksananya Koordinasi dalam Tim 

Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten 

Pringsewu sehingga terjadi penurunan stunting 

di Kabupaten Pringsewu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Menurut John Cresswell (2008) penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan untuk memahami suatu gejala sentral. Gejala sentral tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara berupa teks untuk dianalisis. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bergantung pada pengamatan terhadap 

manusia dalam kawasannya (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang mengamati fenomena sosial, budaya, dan 

tingkah laku manusia (Ahyar et al., 2020). 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati (Harahap, 2020). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

karena mendeskripsikan fenomena yang ditangkap oleh peneliti dengan 

menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan fenomena bergantung pada 

kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya (Abdussamad, 

2021). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk 

mengenalisis gejala-gejala, fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis 

dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu (Ahyar et al., 2020). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif tersebut untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis tentang Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di 

Kabupaten Pringsewu. 
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3.2 Fokus Penelitian 

 

Dalam mempertajam penelitian, peneliti harus menetapkan fokus. Dalam 

penelitian kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada kebaruan informasi 

yang akan diperoleh dari situasi sosial dan penelitian (Ahyar et al., 2020). 

Fokus penelitian bermanfaat untuk mengarahkan peneliti agar lebih fokus 

terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis koordinasi TPPS di Kabupaten Pringsewu. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan koordinasi menggunakan ciri-ciri 

koordinasi menurut Handayaningrat (1991) yang kemudian peneliti ringkas 

menjadi 3 ciri-ciri karena terdapat persamaan konsep. Berikut ini adalah 3 

ciri-ciri tersebut: 

1. Peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan 

Peran pimpinan berfokus pada wewenang dan tanggungjawab pimpinan 

TPPS Kabupaten Pringsewu agar koordinasi dalam tim berjalan dengan 

baik. Peran pimpinan dalam koordinasi juga membahas mengenai 

koordinator TPPS sebagai fasilitator. Kesatuan tindakan berfokus pada 

cara pimpinan tim untuk mengatur usaha/tindakan anggota tim agar ada 

keserasian dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pringsewu. 

2. Kerjasama dan proses terus menerus 

Kerjasama berfokus pada kerjasama yang telah dilakukan TPPS 

Kabupaten Pringsewu dalam berkoordinasi. Proses terus menerus berfokus 

pada upaya tim untuk berkoordinasi secara berkesinambungan untuk 

menurunkan angka stunting di Kabupaten Pringsewu. 

3. Pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama 

Pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama berfokus pada 

kesadaran dan sikap saling pengertian anggota TPPS Kabupaten 

Pringsewu dalam mencapai tujuan bersama yaitu menurunkan angka 

stunting di Kabupaten Pringsewu. 



 

 

31 

 

3.3 Lokasi Penelitian  

 

Lokasi penelitian adalah tempat bagi seorang peneliti untuk memperoleh 

informasi berupa data untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang 

diteliti. Lokasi penelitian berkaitan dengan identifikasi karakteristik lokasi, 

alasan memilih lokasi, serta cara peneliti masuk kedalam lokasi (Ahyar et al., 

2020). Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Pringsewu. 

Kabupaten Pringsewu masuk kedalam perluasan Kabupaten/Kota yang 

menjadi lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021 

menurut Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 42 

Tahun 2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus 

Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Kabupaten 

Pringsewu merupakan salah satu penyumbang angka stunting yang cukup 

tinggi di Provinsi Lampung. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Menurut Siyoto (2015) data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi 

penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat 

berbentuk angka, gambar, dan kata-kata (Ahyar et al., 2020). Jenis data 

menurut Ahyar, dkk (2020) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari sumber 

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data diperoleh dari 

sumber pertama yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten 

Pringsewu dan didukung oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, 

Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P3AP2KB, serta Dinas Komunikasi 

dan Informatika. Hasil data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

kegiatan observasi dan wawancara dengan informan. 
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Kegiatan observasi dilaksanakan dengan mengamati dan ikut serta dalam 

kegiatan moniroting dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dalam tim 

percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu. Kegiatan 

wawancara dilaksanakan dengan mewawancarai sebgaian anggota tim 

percepatan penurunan stunting Kabupaten Pringsewu.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian, melainkan dari berbagai sumber yang sudah tersedia. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, 

berita dari media online, Surat Keputusan (SK), dan laporan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal dan buku yang 

relevan dengan kajian penelitian mengenai koordinasi OPD dalam upaya 

penurunan stunting. Berikutnya adalah regulasi dari pusat dan daerah 

tentang penurunan stunting, Surat Keputusan, Rancangan Aksi Daerah 

Penangan stunting, Laporan Akhir pelaksanaan penurunan stunting 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 dan 2021 (Baca Tabel Halaman 35).  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dalam mendapatkan data 

dalam penelitian (Ahyar et al., 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui 

berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data menurut 

Ahyar,dkk (2020) yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiaatan pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis mengenai gejala-gejala yang sedang diamati. Observasi berarti 

mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Observasi partisipatif 

dilakukan dengan cara peneliti ikut serta dalam kegiatan yang sedang 
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diamati. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan 

berpartisipasi dalam kegiatan rapat koordinasi yang diadakan oleh 

Bappeda Kabupaten Pringsewu mengenai koordinasi OPD-OPD yang 

terlibat dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu. Selama 

observasi berlangsung peneliti memperoleh informasi mengenai 

bagaimana koordinasi tim percepatan penurunan stunting yang ditinjau 

dari peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan, kerjasama 

dan proses terus menerus, pengaturan usaha kelompok dan mencapai 

tujuan bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara 

langsung dengan tujuan dan maksud tertentu. Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab antara penanya dan responden menggunakan panduan 

wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada sebagaian anggota tim 

percepatan penurunan stunting Kabupaten Pringsewu untuk 

mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang telah ditetapkan 

dalam penelitian. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

 

 Tabel 3. Daftar Informan Penelitian 

 

No Informan Jabatan 
Tempat 

Tugas 

Tanggal 

Wawancara 

1. 

Christianto H. 

Sani, S.H, M.H 

Kepala Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Manusia 

BAPPEDA 

Kab.Pringsewu 

 

BAPPEDA 

Kabupaten 

Pringsewu 

03 Maret 

2023 
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2. 

Sumarno, S. Pd, 

M.M 

Kepala Bidang 

Pembinaan PAUD 

dan Pendidikan 

Masyarakat, Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Kab. 

Pringsewu 

Dinas 

Pendidikan 

Kabupaten 

Pringsewu 

10 Maret 

2023 

3. 

Ria Handayani Penata 

Kependudukan dan 

Kelurga Berencana 

Dinas P3AP2KB 

Kab. Pringsewu 

Dinas 

P3AP2KB 

Kabupaten 

Pringsewu 

13 Maret 

2023 

4. 

Yuli Efrizal, 

S.IP 

- Kepala Seksi 

Teknik Penyiaran 

Diskominfo Kab. 

Pringsewu 

- Direktur Radio 

Pemerintah Daerah 

Kab.Pringsewu 

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Kabupaten 

Pringsewu 

14 Maret 

2023 

5. 

Drs. Firdaus 

Tarunajaya, 

M.M  

Sekretaris Dinas 

Ketahanan Pangan 

Kab. Pringsewu 

Dinas 

Ketahanan 

Kabupaten 

Pringsewu 

15 Maret 

2023 

6. 

Tri Nova 

Nurhayati, 

S.Km, M.M 

Kepala Seksi 

Kesehatan 

Keluarga dan Gizi 

Dinas Kesehatan 

Kab. Pringsewu 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Pringsewu 

16 Maret 

2023 

7. 

Dedy Akhmadi, 

S.Pt, M.IP  

Kepala Bidang 

Kesejahteraan 

Sosial Dinas Sosial 

Kab.Pringsewu 

Dinas 

Sosial 

Kabupaten 

Pringsewu 

16 Maret 

2023 

8.  Aminah S.E Pengawas 

Perikanan Ahli 

Muda Dinas 

Perikanan Kab. 

Pringsewu 

Dinas 

Perikanan 

Kabupaten 

Pringsewu 

20 Maret 

2023 

9. Yuli 

Saptikawati, S. 

Pd, M.M 

 

Camat Kecamatan 

Sukoharjo 

Kecamatan 

Sukoharjo 

26 Juli 2023 
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10. Arvita Hapsari Staff Perencanaan 

dan Keuangan 

Kecamatan 

Pagelaran 

Kecamatan 

Pagelaran 

28 Juli 2023 

11. Amel Kader 

Pembangunan 

Manusia (KPM) 

Pekon Sukoharjo II 

Pekon 

Sukoharjo 

II, 

Kecamatan 

Sukoharjo 

24 Juli 2023 

12.  Diana Kader 

Pembangunan 

Manusia (KPM) 

Pekon Pamenang 

Pekon 

Pamenang, 

Kecamatan 

Pagelaran 

24 Juli 2023 

 

 Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berarti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen. Metode 

dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang didapat 

berupa arsip-arsip dokumen yang berkaitan dengan koordinasi tim 

percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu.  

Tabel 4. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

No Nama Dokumen 

1.  Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan 

Penurunan Stunting 

2.  Keputusan Menteri Pembangunan Nasional No. 42 Tahun 2020 

Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus 

Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 

3. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 495 Tahun 2020 Tentang 

Tim Percepatan Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten 

Pringsewu 

4.  Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 2022 Tentang 

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pringsewu 
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    Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara 

memilah data, mengorganisasikan data, menyusun, dan membuat simpulan 

(Ahyar et al., 2020). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) 

dalam Wanto (2018) yaitu sebagai berikut :  

1. Kondensasi data  

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, memfokuskan, 

meyederhanakan, dan mentransformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan lapangan yang tertulis, transkrip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris. Proses 

kondensasi diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan 

mendapatkan data dari tertulis di lokasi penelitian kemudian memilah dan 

mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan koordinasi 

tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses pengorganisasian, penyatuan, dan kemudian 

disimpulkan. Penyajian data ini berguna untuk membantu memahami 

5. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 272 Tahun 2021 Tentang 

Pekon/Desa dan Keluarahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan 

Stunting Terintegrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 

6.  Laporan Akhir Rencana Aksi Daerah Stunting Kabupaten 

Pringsewu Tahun 2020 

7.  Laporan Pelaksanaan Penurunan Stunting Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2020 dan 2021 
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konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam. 

Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk melihat 

sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan tim percepatan penurunan 

stunting di Kabupaten Pringsewu.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan 

data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat 

keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya 

disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Disini peneliti 

berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji 

keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga 

menjadi jelas. Penarikan kesimpulan disesuaikan dengan tujuan penelitian 

dan fokus penelitian yaitu menganalisis koordinasi tim percepatan 

penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu menggunakan indikator-

indikator koordinasi menurut Handayaningrtat (1991) yaitu peran 

pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan, kerjasama dan proses 

terus menerus, pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama.  

 

Gambar 2. Analisis data Model Interaktif menurut Miles, Huberman, dan 

Saldana (2014) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam Wanto (2018) 
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3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan dilakukan untuk mengukur apakah data dan proses 

pencariannya sudah benar. Penelitian kualitatif merupakan alat untuk 

menjawab masalah penelitian melalui kriteria-kriteria kebasahan data. 

Keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada keabsahan data menurut 

Ahyar, dkk (2020): 

1. Uji kredibilitas  

Uji kredibilitas menekankan pada data dan informasi yang digunakan 

dalam penelitian harus mengandung nilai kebenaran sehingga dapat 

dipercaya oleh pembaca. Uji kredibilitas dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi 

dilakukan dengan mengecek teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan 

mengecek sumber data penelitian yang berkaitan dengan koordinasi tim 

percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu. Pengecekan data 

dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan hasil 

wawancara dan hasil observasi serta dokumentasi. 

2. Uji keteralihan  

Uji keteralihan menujukkan hasil penelitian dapat diaplikasikan kepada 

konteks lain melalui uraian yang rinci. Uraian rinci akan membantu 

pembaca memahami temuan dalam penelitian. Uji keteralihan dilakukan 

dengan melaporkan hasil penelitian secermat mungkin sesuai dengan 

fokus penelitian. Dalam penelitian ini, hasil analisis mengenai koordinasi 

tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu dilaporkan 

secara rinci dan jelas mengacu pada fokus penelitian tentang kriteria 

kinerja yang telah ditetapkan untuk memudahkan pembaca memahami 

temuan penelitian. 
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3. Uji Ketergantungan 

Uji ketergantungan dilakukan untuk menilai apakah penelitian yang 

dilakukan bermutu atau tidak melalui audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Pengujian dilakukan oleh auditor atau pembimbing terhadap 

seluruh aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian 

ini peneliti menjelaskan fokus penelitian, sumber data yang digunakan, 

analisis data, sampai pada pembuatan kesimpulan koordinasi tim 

percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu. Setelah itu 

peneliti akan mendiskusikan hasil penelitian dengan pembimbing untuk 

mengetahui mutu penelitian yang dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai 

koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu 

peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi di 

tim tersebut sudah berjalan dengan baik. Ditinjau dari peran 

koordinator/pimpinan dalam mengadakan koordinasi menjalankan tugas 

dan tanggungjawabnya yaitu merumuskan regulasi yang dijadikan 

pedoman dalam koordinasi tim. Koordinator sudah berupaya 

menyatukan tindakan dari proses sosialisasi sampai evaluasi. 

Koordinator membuka akses seluas-luasnya untuk koordinasi. 

Kerjasama antar anggota tim sudah berjalan dengan baik dengan saling 

membantu dan melengkapi. Proses perencanaan sampai evaluasi 

kegiatan penurunan stunting sudah bersifat berkelanjutan. Pengaturan 

usaha kelompok telah terwujud dalam berbagai kegiatan 

pendampingan. Kesadaran anggota tim untuk melaksanakan tugas 

penurunan stunting sudah tertanam untuk mencapai tujuan bersama.  

 

Secara keseluruhan TPPS Kabupaten Pringsewu telah berkoordinasi 

untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hambatan yang tidak 

terlalu berdampak signifikan bagi pelaksanaan kegiatan penurunan 

stunting adalah saat diadakan komunikasi antara TPPS Kabupaten 

Pringsewu denganpekon lokus, kehadiran seluruh pekon lokus 
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penurunan stunting sudah mencapai 95% sedangkan ketidakhadiran 

hanya 5% saja. TPPS Kabupaten Pringsewu telah mengupayakan agar 

pekon tersebut hadir dengan konfirmasi ulang dan komunikasi melalui 

whastapp grup. 

 

 

5.2 Saran 

 

TPPS Kabupaten Pringsewu harus memperbaiki komunikasi dengan 

penanggungjawab TPPS di tingkat pekon lokus stunting. Koordinator dan 

anggota TPPS mempererat hubungan sosial sehingga antar masing-

masing anggota menjadi lebih empati, saling menghargai dan 

mengapresiasi, serta memiliki pemikiran yang sama. Caranya adalah 

dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik secara personal 

kepada perwakilan TPPS Pekon penurunan stunting Kabupaten 

Pringsewu sehingga timbul rasa saling peduli dan menghargai. Pihak 

TPPS Pekon yang tidak hadir harus konsisten dan lebih berkomitmen 

terhadap kesepakatan dan koordinasi dalam penurunan stunting. 
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Regulasi: 

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 495 TAHUN 2020 TENTANG 

TIM PERCEPATAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING.  

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 592 TAHUN 2020 TENTANG 

PENETAPAN PEKON/DESA DAN KELURAHAN LOKASI FOKUS 

INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI 

KABUPATEN PRINGSEWU. 

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 272 TAHUN 2021 TENTANG 

PEKON/DESA DAN KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI 

PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI KABUPATEN 

PRINGSEWU TAHUN 2022.  

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 438 TAHUN 2022 TENTANG 

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.  

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERLUASAN 

KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN 

STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021.   
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